BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan tanah bantaran irigasi di Desa Margasana Kecamatan
Kramatwatu Kabupaten Serang didasari atas keinginan masyarakat
sendiri untuk memanfaatkannya. Pemanfaatan tanah tersebut
dilakukan dengan cara merawat dan mengelola tanah seperti
menanami sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman hias untuk
menambah pendapatan dan juga memperindah tanah tersebut.

2. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pemerintah
mempunyai otoritas mengenai sistem aliran pengairan di Indonesia.
Pemerintah memegang kekuasaan akan irigasi melalui Kementerian
PUPR. Aturan yang mengatur tentang hal ini diantaranya yaitu
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor
17/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan
Jaringan Irigasi. Jadi, pratik yang terjadi di Desa Margasana
Kecamatan Kramatwatu Kabupaten serang, pemanfaatan lahan
milik Negara tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, dan
tidak adanya izin resmi kepada Negara menjadikan pemanfaatan
lahan ini bersifat ilegal. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam
tentang pemanfaatan tanah bantaran irigasi di Desa Margasana
Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang tidak sesuai karena
pengelolaannya tidak berdasarkan prinsip hukum Islam, menurut

mazhab Malikiyah seseorang harus mendapatkan izin dari
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pemerintah jika tanah tersebut dekat dengan pemukiman. Dalam
praktiknya tanah irigasi tersebut dekat dengan pemukiman tetapi
masyarakat belum meminta izin secara langsung kepada
pemerintah.

B. Saran

1. Pemanfaatan tanah irigasi tersebut sebaiknya meminta izin secara
resmi kepada pemerintah sebelum menggunakan dan mengelola
tanah tersebut selain untuk memperoleh kekuatan hukum, izin
penggunaan lahan juga sangatlah penting untuk menghindari
adanya pelanggaran melawan hukum kemudian hari.

2. Diadakan sosialisasi sebelum mengelola tanah bantaran irigasi
mengenai hal yang tidak diinginkan contohnya seperti tanah irigasi

yang berkurang.



